
BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa perubahan pembagian urusan konkuren antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota

sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 telah menyebabkan perubahan pembagian

urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin;

b
. bahwa sesuai ketentuan peraturan presiden nomor 97

tahun 2014 pasal 11 ayat (4) tentang penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu perlu adanya pendelegasian

wewenang pemberian perizinan dan non perizinan yang

menjadi urusan pemerintah Kabupaten kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

c
. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan perizinan dan

non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak relevan

untuk digunakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

d
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang

Pendelegasian Kewenangan perizinan dan non perizinan

kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.
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